
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN BARITO SELATAN

BUPATI BARITO SELATAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR i" TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO.. SEI,ATAN,

bahwa dengan berlakun5aa Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 90 Tahun 2o7g tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatul, Per-encarraan: .Pembangunan dan Keuangan
Daerah, maka'Perafuren Bupati Nomor 32 Tarrun 2arc tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, T\.rgas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito
Selatan dirasa perlu diganti;
bahwa dalam rangJ<a mgl,aksanakan ketentuan pasal 2r2 Lyat
{4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Peubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2o1s
tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan pasal 4 peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah,
sebagaimala telah diubah dengan peraturan pemerintah
Nomor 72 Tahun 2ol9 tentang Perubahan Atas peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2oL6 tentang perangkat Daerah,
serta Ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Barito
selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanan dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Barito Selatan;

Menimbang : a.

b.

c.

Stamp
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Mengingat : 1. undang-undang Nomor 27 Tahun l9s9 tentang penetapan
undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 19s3 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19s9
Nomor 72, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor l82O;
undang-undang Nomor 2s rahun 2oo9 tentang pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zaog
Nomor LL2, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2or4 tentang Aparatur sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Namor 5a9fl;

2.

3.

4. UndanglU,r_r-dg4g,.N.o.,goL.!3_.Tahgr1?014tentangpemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4
Nomor' 244;.?qtlrbalian,,Lembar* Nis*a Republik Indonesia
Nomor 558fi: sebagai*q-n* tetah,.d.iu,bah beberapa kali terakhir
dengan Undg+*{na+*g Nomor..-.g,: fahun 2O1S tentang

tentang Pemerin
Indonesia Tahun

Undafig.Nomor 23 Tahun 2OL4
(kmbaran Negara Repubiik
,{;$b{an Lembaran Negara

Repubtrik,li!ffie#
j8i Tafu11n 2AL6 tentang
I[bEara,,Republik Indonesia

Tahun 2016ff Lembaran Negara Republik

6. Peraturan Menteri Dalam,Negeri Nomor 80 Tahun 2ols tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2ol5 Nomor 20g6), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor l2o
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Datam
Negeri Nomor 8o rahun 2o1s tentang pembentukan produk
Hukum Dasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2olg
Nomor 157);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2olg tentang standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2oL8 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 61751;

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14
Tahun 2at6 tentang Pedoman Nomenklatur perangkat Daerah
Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
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9- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10o rahun 2o7g
tentang Penerapan standar pelayanan Minimal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2OIg Nomor 1540);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2a]E
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2olg Nomor Aa\;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor 3 Tahun
2076 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah
Kabupaten Barito seratan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito
selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tamb ahan Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);

L2. Peraturan Daerah kabupaten Barito selatan Nomor 7 Tahun
2o2o tentang pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito selatan Tahun 2o2o Nomor T,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito selatan
Nomor 7);

MEMUTUSI(AN :

MCNCTAPKAN : PERATURAN BUPATI :IETTTTATVC KEDUDUKAN, SUSUNAN. l: r':.

ORGANISASI, TUGAS...DA}I.., FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS KOMUNIKRSI: oaN INpoRMATTKA KABUpATEN BARrro
SELATAN. ', ', , l*-'-

" BABI ,,:''l
KETENTUAN UMUM

.',,i, Pasal 
,

Dalam Peraturan Bupati ini Vang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
3. Bupati adaiah Bupati Barito Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
5' Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito

Selatan.
6' Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Barito Selatan.
7 ' Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN
secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintahan.

8. Kelompok Jabatan fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang
diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang
berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan potensinya
dalam rangka mendukung Tugas Pokok Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Barito Selatan.
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BAB II
KTDUDUI(AN DAIT SUSUilAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan
merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika.

(2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala
Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggu"g jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas
membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang *.n;idi
kewenangan Daerah dan T\rgas pembantuan yang diberikan teplaa
Kabupaten di Bidang Komunikasi dan Informatika.

(a) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a. perumusErn kebiiakan urusan pemerintahan di Bidang Komunikasi,

Informatika, Statistik daq persandian;
b. pelaksanaan kebiiakan urusan p.m.rirrt^t 

"rr di Bidang
Komunikasi, Informatika, Statistik dan persandian;

c. pelaksanaan, 'Evaluasi. ,dan Pelaporan Llnlsaq pemerintahan di
Bidang Komunikaqt,,'!@atika,,s- tatis@i dan Fersandian; dan

d. ot@,Bupati terkait dengan

ir..t'' '- 
'

(1)

(21

tugas dan

(1)

3. Seksi Kerjasama dan Layanan Informasi.
d. Bidang Informatika, Persandian aan Statistik :

L. seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan persandian;
2. seksi Pengelolaan Data, Aplikasi dan Layanan Elektronik; dan
3. Seksi Statistik.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) struktur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal +

sekretariat sebagaim€Lna dimaksud datam pasal 3 ayat (1) dipimpin
oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah
dan bertanggungiawab kepada Kepala Dinas.
Bidang bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dipimpin
oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di
bawah dan bertanggungiawab kepada KepalaDinas melalui Sekretaris.
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Kepala sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam pasal B ayat (1)
dipimpin oleh Kepala sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya
berada di bawah dan bertanggungiawab kepada sekretaris.
seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) d,ipimpin oleh
Kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah
dan bertanggungiawab kepada Kepala Bidang.

BAB III
TUGAS DAIT FUIYGSI

Bagran Kesatu

Kepatra Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam ha1 memimpin,
membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapican
program* Kerj1 

'..tqtg 
,,!gde,r.,, ,rlrengernbangkan {aq . menyelenggarakqn

urusan Pemerintahan yans meqi,+4i leyrynqqg :.daerah di--bidang
Komunikasi dan lnformatika.

(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Dinas

pelayanan , Kom,.rr* Persandian dan
for&asi':masyarakat;

di::,-; bidang pelayanan

(1)

rnenjadi tang€qqg,
rrrnurn yar,rg ditetir[p

c. pelaksanaan koordi Sefi-, kerj asarna denganlnstansi terkait sr
Komunikasi,' Infd-ttn

pengendalian .','s11 :r," f*idii
Inforrnatika, persffidiiirr A re
pelaksanaan rnoreitq,@ganarisa pelaksanaara
pelayanan Kornunikasi, I.ref:orrlatika, persandian dan

lain di bidang
diedi:rdan Sta.tistik

f.
ob.

e.

h.

, Persandian dan
Statistik serta pendapat,urnum daerale.
perurrltrsan program kerja Dinas;
perLrllrus€rn kebijakan telrrris pererrca.naan danpelaksanan kegiatan di bidang Kornunikasi, Inforrnatika,
Persandian dan Statistik;
penyelenggaraan uransan pemerintahan dan pelayanan
llnaufil di bidang Korntrrrikasi, Inforrnatika, persandian
dan Statistik;
pelaksanaarr. dan perrrbireaan orgarr.isa.si di bidang
Kornunikasi, rnformatika, persandian dan statistik;
pelaksan p-errgens.bangan pernbangunan di bidang
Komunikasi, Informatika, persandian dan statistik;
penyelenggaraan administrasi rrmrrm, pengelolaan keuangan,
pengelolaan dan pembinaan kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
dan
pelaksanaan tugas Dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan bidang tugasnya dan fungsinya.

1.

k.

1.
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Bagian Kedua
Sekretaris

Pasal 6

b.

c.

d.
e.
f.
g.

h.

penJrusunan

dimaksud pada ayat (l),

kepegawaian,

perencanaan

semua unit

lrrusan ganti rugl, tindak lanjut

rra,.Strategis (RENSTRA),
Pemerintahan

J.
k.
l.

dan:$qi=t men5rurat;
lor.lkine{a, utama fl KU) Dinas;

(1)

(21

dibe*T,,bleh Kepala Dinas

sub Bagran umum dan kepegawaian mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan kepegawaian, organisasi, hukum,
I"ry+4tanggaan, kepustakaan, kearsipan, dokumLntasi, kehumasan,
Protokol, dan ketatalaksanaan Dinas.
untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( l), sub
Bagran umum dan kepegawaian menyelenggarakan 

-fungsii

a. penJrusunErn rencana kerja Subbagian Umum;b. penJruapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan
kepegawaian;

rkin*rja individu(IKl) ; dan

penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
penyelenggaraan kepustakaan Dinas;
penyiapan dan petaksanaan tata persuratan dan kearsipan;
penyiapan dan pelaks€rnaan kerja sarna, protokol dan kehumasan;
penyiapan dan pelaksanaan urLrsan hukum, organisasi dan
ketatalaksarnaan Dinas ;
pemantauan, ev?luasi dan pen]rusunan laporan pelaksanaan
kegiatan Sub Bagian Umum; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

c.
d.
e.
f.
ob'
h.

1.

J.
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Parugra|2

Sub Bagiaa Perencanaan dan Keuargan
Pasal 8

(1) sub Bagran Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas
melaksanakan penJrusunan program, pemantauan, evaluisi,
pelaporan, pengelolaan data dan informasi, dan pengelolaan barang
milik daerah.

(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (t),
sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :'-
a. pen)rusunan rencana kerja sub Bagian perencanaan, Keuangan

dan Aset;
b. penyiapan bahan perunrusan kebijakan teknis perenca.naan,

pengendalian dan evaluasi;

h. pengelolaan barang
i. pelaksanaan, ., ,,pir.,p r:pngembangan sistem

pelaporan capaiaa tirj. petaksanaan evafuasi
k. pelaksaqaanti$&k
l. pemantauan, evehpemantarJELn, evalui

kegiatan kinerja Sub
m.pelaks€Lnaan fungsi

dengan tugas dan fur

t kinerja Dinas;
Has!! Perneriksaan (LHP);

iae*f,laporan pelaksanaan
{an Keuangan; dan
,, oleh Sekretaris sesuai

Bidang l(dh'Unitasi Dan fnformasi

Pasal 9

{1). Bidang Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas membantu
Kepala Dinas dalam merumuskan mengkoordinasikan, membina,
mengembangkan, mengevaluasi, mengawasi dan menyelenggarakan
kebijakan teknis di bidang pengelolaan layanan aspirasi publik,
pengelolaan informasi publik serta pengelolaan media komunikasi
publik.

(2].. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Komunikasi dan Informasi menyelenggarakan fungsi :
a. penJrusunan program kerja Bidang Pengelolaan Informasi dan

Komunikasi Publik;
b. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan informasi publik,

aspirasi publik, produksi informasi publik, dan p".rgilolaa,
saluran informasi publik;

c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan informasi publik
aspirasi publik, produksi informasi publik, serta pengelolaan
saluran informasi publik;



(U

{21

-8-

d. pemberian bimbingan teknis dan pembinaan bidang pengelolaan
informasi publik, aspirasi publik, produksi informasi publik, serta
pengelolaan saluran informasi publik;

e. pengelolaan opini publik;
f. pelayanan pengaduan publik;
g. pelaksanaan produksi dan distribusi informasi publik;
h. pengembangan kemitraan komunikasi pemerintah Daerah dengan

media massa dan komunitas;
i. pelaksanaan pemberdayaan komunitas informasi;
j. pengelolaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi;
k. pemantauan, evaluasi, dan pen]rusunan laporan pelaksanaan

program Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi publik;
dan

l" pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7

seksiP€.ry.@asi
..., : : :,".,' :"'' -,-",'p;.dl&i,.1o . : :.: :. ::'' 

-.',:' ::_

dan Pengolahan

Pengumpulan dan

Bidang terkait

Paragraf 2

Seksi Rrblikasi Dan Penyiaran

Pasal 11

Seksi Publikasi dan Penyiaran Mempunyai tugas Merencanakan dan
men]rusun program dan kegiatan publikasi dan penyiaran, menyiapkan
bahan dan data pelaksanaan penyebarluasan informasi pembangunan
melalui Media Elektronik, Cetak dan Siaran.
untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(l), seksi
Publikasi dan Penyiaran menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana kerja Seksi Publikasi dan penyiara.n;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Rrblikasi dan

Penyiaran;
c' pelaksanaan publikasi, penyiaran dan dokumentasi informasi publik

(1)

l2t
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d. pengelolaan dan pengembangan saluran komunikasi milik
pemerintah daerah;

e. pelaksanaan distribusi materi informasi publik melalui berbagai
saluran informasi atau media komunikasi massa;

f. pelaksanaan diseminasi kebijakan informasi publik melalui media
pemerintah d.aerah dan non pemerintah daerahl

g. pengelolaan dan pengembangan konten website, media online, cetak
dan siaran;

h. pemantauan, evaluasi, dan pen]rusun€rn laporan pelaksanaan
kegiatan Seksi Publikasi dan penyiaran; dan

i. pelaksanaan $ngsi lain yang diberikan oleh Kepa1a Bidang terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Scki KerJasama Dan Layanan Informasi
Pasal 12

= ",.'" , '

lq!ffirradimaksud pada ayat (U,
menyelenggarakan fungsi :

a.

b.

c.

d. (PPID) utama

Kepala Bidang
sesuai dengan tugas

Bagran Keempat

Bidang Informatika, persandian Dan Statistik
Pasal 13

Bidang Informatika, Persandian dan statistik mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan dan pengembang€rn infrastruktur teknologi
informasi pemerintah, infrastrukhrr telarologi informasi non
pemerintah, dan keamanan informasi dan persandian.
untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Informatika, Persandian dan Statistik menyelenggarakan fungsi:

dan Layanan Informasi;

media dan lembaga

e.

f.
ob'

(u

{2t
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a. penJrusunan program kerja Bidang Infrastruktur Teknologi
Informasi, Keamanan Informasi, persandian dan statistik;

b. perumusan kebijakan teknis bidang infrastruktur teknologi
informasi, keamanan informasi dan persandian;

c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyelenggaraa.n Infrastruktur
Jaringan, Keamanan Informasi dan persandian;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang infrastruktur
teknologi informasi, keamanan informasi dan persandian;

e. pengembangan dan pengelolaan Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK);

f. pengembangan dan pengelolaan saluran informasi digital;
g. pengembangan dan penyelenggaraan Data center dan Netutark

Operating Center;
h. pengembangan dan penyelenggaraan Disaster Recouery center,
i. pengembangan dan pengelolaan akses internet pemerintah dan

J.

k.
1.

m.

n,
o.

publik;
pengembanga4, ,.dan 'pengelolaan ,keamarlgn informasi dan
persandian;
pengemb*S*r, dan pengelolaan Seanritg Operation Center,
pengembangan dan. pengelolaan..Bnda lgqg o digrtal;

Informasi dan
Infrastr lut Jlaringan, Keamanan

oleh,.Kepala Dinas terkait

Seksi Iafoiuasi.:,Drn Persandian

penJrusunan nofina, standar, ,prosedur dan kriteria, d.an pemberian
bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan terkait fungsi layanan infrastruktur dasar data center,
di'sa.ster recouery center dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK),
layanan pengemb€mgan intranet dan penggunaan akses internet,
layanan sistem komunikasi intra pernerintah kabupaten, layanan
keamanan informas i e-Gouernm.ent di kabupaten.

(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (U,
seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan persandian
menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan,
pemantauan, evaluasi serta pelaporan;

b. pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster
Recouery Center(DRC);

c. pengembangan dan inovasi Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK) dalam implementasi e-Co uernment serta peningkatan kapasitas
Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan infrastruktur dan
teknologi informatika;

..,,:-'-Pa$al
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d. Penyelenggaraan layanan Gouernment Cloud Computing;
e. Pengelolaan dan pengembangan interkoneksi jaringan intra

pemerintah kabupaten;
f. penyediaan prasarana dan sarana teknologi informasi pemerintah

daerah, bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem teknologi
informasi oleh aparatur pemerintahan;

g. pengelolaan dan pemantauan trafik elektronik di jaringan
pemerintah kabupaten dan layanan tata kelola keamanan informasi;

h. penanganan insiden keamanan informasi pada Sistem Elektronik
Pemerintah Daerah;

i. pengelolaan akses internet pemerintah dan publik serta penyaringan

konten negatif di jaringan pemerintah kabupaten dan
menyelenggarakan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif dan
layanan pemerataan jaringan komunikasi masyarakat; dan

j. peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang keamanan
informasi, tata kelola persandian untuk pengamana.n informasi
meliputi pengelolqql informasi berklasifikasi,. pengelolaan sumber
daya manusia,lsandi, pengelolaan perangkat lunak dan perangkat
keras persandian dan pengelolaan jaring komunikasi sandi, audit
teknologi informasi dan komunikasir: layanan pemerintahan secara
elektronik yang terintegrasi.

.,. : .:.,..t:'',,1,.]' -:,:r.r,.,::.., I 
,.' ,,,,, .,, .,,.paragfaf9

, ,,: ,, : ,.,..:.:..1r.,, 
. =...1i:'.., .. 

,,...

Seksi PengelolaCn-DatciApHkesi,:Dan La5ranan Elektronik
.',., r. ., Pasalr,l5..;r I l,

Seksi Pengelolaan :Data, APllkasi d anan Elektronik mempunyai
tugas menyiapkan -:b an','iptsag-embangan: ,'dan pengelolaan data,
aplikasi dan layanan' elektroniJi;r::1:'::::r', i,,l .,,

Untuk melaksanakan: ' ". tugas seb.agaimana dimaksud pada

ayat (1), Seksi Pengelohao Data,. Ap,likasi dan Layanan Elektronik
menyelenggarakan fungsi: - '1,::,,r 

,

a. penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan,
pemantauan, evaluasi serta pelaporan;

b. penetapan standar format data dan informasi, validata dan
kebijakan;

c. layanan recouery data dan informasi;
d. pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;

e. layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam
pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi
Publik;

f. layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan
publik yang terintegrasi;

g. pemeliharaan aplikasi kepemerintahan dan publik;
h. layanan interoperabilitas, interkonektivitas layanan publik dan

kepemerintahan dan Pusat Applicatioru Program Interface (API)

daerah;
i. layanan pengembangan .Business Process Reengineering pelayanan

di lingkunga.n pemerintahan dan nonpemerintah (Stakeholder Smart

Citgl, Informasi Smart CitY ;



J.

k.

t.

- 72-

Iayanan interaktif pemerintah dan masyarakat serta penyediaan
sarana dan sarana pengendalian Smart CitV;
penyelenggaraan Gouernment chief Information officer (GCIO)
Pemerintah Kabupaten; dan
pengembangan sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK) pemerintah kabupaten dan masyarakat,layanan nama dornain
dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan
kabupaten.

Paragraf 3

Seksi Statistik
Pasal 16

menlrusun,

pada ayat (1),

anggaran Seksi

tKQar}.aan, strfv€Y
Asabi:.:Manusia

statistik hasil-hasil

statistik pembangunan

sosialisasi

(u

(21

:a

dana.

b.

d.

e.

f.

g.

ekonomi,
kegiatan survey
dan Hak Asasi

statistik
Manusia

(1)

BAB IV
KELOIUPOK JABATAIT E'UNGSIONAL

Bagian Kesatu
Jabataa ftungsional

Pasa1 17

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dan sejumlah tenaga d.alam
jenjang Jabatan Fungsional danlatau berkualifikasi yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
Kelompok Jabatan Fungsional ,sebagaimana dimaksud pada ayat 1,12)



(3)

(4)

-13-

dipimpin oleh seor€rng tenaga fungsional senior yafig ditunjuk dan
bertanggunglawab kepada Kepala Dinas.
Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (21,
ditentukan berdasarkan kebrrtuhaa dan beban braya.
Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Jabatan Pelaksana

Pasal 18

(1) Penamaan Jabatan Pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis
jabatan.

(2) Nama-nama jabatan Pelaksana ditetapkan sesuai dengan ketentuan
perundang-undanga:e.

(3) Nama-narna jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dapat disesuaikan dengan kebutuhan perangkat daerah.
(4) Penetapan narlrg.n4{{lqjabatan'P. elaksana:.gebagaimana dimaksud pada

ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5) Dalam hat , ierjadi- ,perubah4n nama-nama jabatan Pelaksana

sebagaimana dirnakSr:d pada',Cyat.., {f}-rditetapkan den gan Keputusan

Jabatdn ,Struktural dan Jabatan

sebagaimana dimaksud
Dssfr$ dan ditetapkan dengan

ditetapkan oleh Kepala

Kepala Dinas.

(t) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan
kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-
masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan Pemerintah
Daerah serta dengan lnstansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai
dengan tugas masing-masing.

(2) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan
mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya
masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk dan bertanggungiawab kepada atasan masing-masing dan
menyarnpaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan

Pe.lt'9,

(6) Setiap PNS 3rang'be-I :,
Fungsional, diangkat dalam



(6)

(7)
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peraturan perlrndang-undangan.
(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari

bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
penJrusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk
kepada bawahan.
Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan
laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.
Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satu anorganisasi dibantu
oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian
bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat
berkala.

segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan Dinas dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan dan
sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang*
undangan.

BAB VIII
I(ETENTUAIT PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh pNS beserta
pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya serta melaksanakan tugas
dan fungsinya sampai dengan ditetapkan dan diangkatnya pejabat baru
sesuai ketentuan Peraturan Perrrndang- Undangan.

BAB vI
ESELON

Pasal 2O

(l)Kepala Dinas merupakan Jabatan Strrrktural Eselon IIb atamjabatan Pimpinan Tinggi pratama. ., ,,

(2) Sekretaris Dina-s menipakan Jabatan, Struktural Eselon IIIa ataujabatan Administrator.
(S)Kepala Bidang menipat Struktural Eselon IIIb ataujabatan AdministratOf.. ,t..;tr,.,,. ,,::,.:r;,, ',,

(4)Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Strulrtural eselon IVa

(5) Kepala Seksi merup aa:jabatdistruktural Eselon IVa ataujabatan Pengawas.. ., . . .,,, . .: :,,:.,.:::r: .r - ,, .

'..

BAB 1III
,,,,,',,., .PENDAIi[AAI![.. r,,.,,,.

:.,..pASd., gL,, .
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BAB DT

KETENTUAIT PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, peraturan Bupati Baritoselatan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi,T\]gas dan Fungsi serta Tata Keq'a Dinas Komunikasi dan InformatikaKabupaten Barito selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito selatanTahun 2oL6 Nomor 32, dicabut dan dinyatakan tidak bertaku.

pasal24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

1g* setiap orElng mengetahuinya, memerintahkanPeraturan Bupati= ini dengan penempatannya dalamKabupaten Barito Selatan.

pengundang€Ln
Berita Daerah

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal f F .-r,, ZO2l

BARITO SELATAil,

BAYA SAtrSI'RI

Di undangkan di Buntok
Pada tanggal ::r .fi:, 2021

BERITA DAERAII I{ABUPATEIT BARITO SELA?AI5 ?ATIUil 2021t{ottloR't:

w

Stamp

Rectangle

Rectangle

Stamp

Stamp
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LAMPIRAN
PERATUMN BUPATI BARITO SELATANNOMOR jT TAHUN Zo2t
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSI.INAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TETA KERJADINAS KOMUNIKASI DAN MTONUNTTTA
KABUPATEN BARITO SELATAN

STRI'I(TT'R ORGAIUSASI DIilAS KOTfiIITIKASI DAIT IITFORUATIKA
KABI,PATEIT BARITO SEI4TAT

NEPAIJI DINAS

SEKRETARIAT
KXTOMPOKIABATAN

FUNGSIONAL

l*-
I
I

T

I
I
t
I

srrBB{GrAN ll suBBAGrANrmuil
FEaENCAIu{AAIDAil I I oerxrpecawjfifi

TIrUANcA.II I I

I
--E-r- ---.1

I

BIDANG KOMUNIKASI DAN
II{FORMASI

BIDANG INTORMATINA, PERSANDIAN
DAHSTATISTIK

SEI$I Pf,NGUMPUI.{NDAN
PENGOTATIAN INFORMASI

SEI{SI IIIFRASTRUKTUN
TEKNOTOGI INFORMASI

DAI{ PEtrSIIIVDHN

SEI(SI PUBLIKASI DAN
PENYIARAN

SEKSI PENCEI,OIJIAN DATA,
API,IKASIDAN TAYANAN

ELEI{TRONII(

sEKSr KERIASA*IA DAN
IIIYANAN INFOR]I'ASI SEKSI STATISTIK

Keterangan:

E : Garis Komando
SELATAN,

: Garis Koordinasi Administratif

:t

Rectangle

Ellipse

Stamp


